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INTISARI

Sistem Hukum Tanah Nasional (HTN) merupakan salah satu
sistem hukum yang ada di Indonesia. Sistem HTN mengakui unsur agama
sebagai salah satu unsur dalam membangun HTN, yaitu ditunjukkan
dalam Konsideran Berpendapat, Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
Agraria (atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok
Agraria/lUUPA). Hal ini kemudian melahirkan konsepsi HTN yaitu
komunalistik religius.

Unsur “Religius” dapat dikaji secara mendalam (salah satunya)
melalui hukum-hukum agama yang terkait dengan tanah. Hukum agama
yang dimaksud, antara lain adalah Hukum Islam. Penelitian tentang
konsep religius dalam hukum tanah masih jarang dilakukan, sehingga
menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat. Selama ini,
masyarakat hanya disuguhkan dengan hukum yang berkiblat pada hukum
barat, sedangkan hukum adat yang dekat dengan penerapan hukum
agama kurang tereksplorasi dengan baik. Penelitian ini berupaya
mengeksplor hal tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan: pertama, HTN dan Hukum Tanah
Islam (HTI) tidak bisa disejajarkan, karena mempunyai perbedaan yang
mendasar yaitu mengenai ruang lingkupnya. Kedua, meskipun tidak dapat
disejajarkan, tidak berarti di antara keduanya tidak dapat dilakukan studi
perbandingan hukum. Ketiga, walaupun memiliki perbedaan yang
mendasar, setelah dilakukan penelitian didapatkan bahwa antara HTN
dan HTI ternyata juga terdapat persamaan-persamaan atau kemiripan-
kemiripan. Perbedaan dan persamaan ini dikemudian hari dapat
digunakan sebagai bahan kajian untuk berbagai kepentingan, terutama
pegembangan ilmu hukum tanah di Indonesia.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Islam sebagai salah satu agama di Indonesia merupakan
bagian mayoritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan
juga terbesar dalam kehidupan masyarakat dunia. Islam sebagai
rahmatan lil ‘alamin (rahmat bagi semesta alam) telah mengatur segala
hal yang terkait dengan kehidupan manusia (baik muslim mapun
nonmuslim). Sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin, Islam telah
mewarnai berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara khususnya di Indonesia. Salah satu aspek tersebut adalah
aspek hukum. Hukum Islam telah banyak diserap dan
diimplementasikan dalam berbagai lapangan hukum di Indonesia. Bukti
dari penerapan Hukum Islam dapat dilihat misalnya dari
perkembangan Hukum Ekonomi Islam yang cukup signifikan,
Kodifikasi Hukum Islam dan penerapan Hukum Syariah di Propinsi
Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Indonesia adalah negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa.
Deklarasi sebagai negara yang religius ini tertuang dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi kebangsaan vyaitu
Pancasila, Sila ke-1 yang berbunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Pancasila ini kemudian dijabarkan dalam Sistem Hukum Indonesia



(SHI). Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia,
tingkatan tertinggi dalam SHI adalah Undang-Undang Dasar 1945
(UUD 1945) beserta perubahannya. Sifat religius dijabarkan dalam
UUD 1945 yaitu Bab Xl Pasal 29 tentang Agama.

Sistem Hukum Tanah Nasional (HTN) merupakan salah satu
sistem hukum yang ada di Indonesia. Dalam Sistem HTN juga
mengakui unsur agama sebagai salah satu unsur dalam membangun
HTN. Hal ini ditunjukkan dengan disebutkannya mengenai
“‘Komunalistik Religius” sebagai suatu Konsepsi HTN. Unsur “Religius”
ditunjukkan dalam Konsideran Berpendapat, Pasal 1 ayat (2) dan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (atau yang lebih dikenal dengan
Undang-Undang Pokok Agraria/UUPA).

Unsur “Religius” dapat dikaji secara mendalam (salah
satunya) melalui hukum-hukum agama yang terkait dengan tanah.
Hukum agama yang dimaksud, misalnya adalah Hukum Islam.
Penelitian tentang konsep religius dalam hukum tanah masih jarang
dilakukan, sehingga menyebabkan kurangnya pemahaman
masyarakat.

Hingga saat ini masih sedikit sekali pemahaman tentang
bagaimana Hukum Islam mengatur pengelolaan pertanahan.
Dibuktikan dengan belum ada penelitian mengenai hal ini di Sekolah

Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Sedangkan di tempat lain,



penelitian mengenai pengelolaan pertanahan belum dilakukan secara
komprehensif dan dalam bentuk sistematika yang acak. Akibatnya
masih sulit ditemukan literatur yang membahas tentang pengelolaan
pertanahan menurut Hukum Islam. Sehingga menurut penulis, hal ini
menarik untuk dikaji lebih mandalam.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian dengan judul:

‘PENGELOLAAN PERTANAHAN MENURUT HUKUM ISLAM”

. Rumusan Masalah

Indonesia, sejak proklamasi kemerdekaannya Tanggal 17
Agustus 1945 telah mulai menyusun dan menata sistem HTN. Sistem
HTN dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan
yang berinduk kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Dalam UUPA, diuraikan mengenai pengakuan Bangsa dan
Negara Indonesia bahwa pengelolaan bumi, air dan ruang angkasa
tidak terlepas dari rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini disebutkan
dalam Konsideran Berpendapat dan Pasal 1 ayat (2). Penjabaran lebih
lanjut mengenai konsep tersebut adalah dengan mengindahkan
unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama sebagaimana yang

disebutkan dalam Pasal 5.



Sejalan dengan perkembangan politik pemerintahan,
kemudian pada orde reformasi, ditempuh langkah-langkah kebijakan
terkait pertanahan. Langkah ini diawali dengan adanya penataan
mengenai bidang hukum (TAP MPR No. IV/IMPR/1999 tentang GBHN,
dimana dalam Bab IV Arah Kebijakan, A. Hukum, ditegaskan kebijakan
penetapan hukum nasional, yaitu “Menata sistem hukum nasional yang
menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum
agama dan hukum adat...”). Langkah selanjutnya adalah digulirkannya
reforma agraria (TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam) yang menghendaki
adanya suatu penataan ulang keagrariaan yang bidang pokok
kajiannya adalah pertanahan. Hingga saat ini, proses penataan hukum
agraria (pertanahan) masih terus di lakukan.

Islam merupakan salah satu agama yang diakui pemerintah
Indonesia. Pemeluk agama Islam merupakan mayoritas di Indonesia.
Islam memiliki suatu sistem hukum yang disebut Hukum Islam. Islam
merupakan rahmatan lil ‘alamin. Perwujudan hal tersebut dapat dilihat
bahwa Hukum Islam adalah hukum yang mengatur segala aspek
kehidupan manusia, termasuk di dalamnya adalah pertanahan.

Kajian mengenai HTN yang bersumber pada hukum adat
telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum. Misalnya telah dikenal
para pakar HTN antara lain, Prof. Boedi Harsono, AP. Parlindungan,

Maria SW Soemardjono, Oloan Sitorus, dIl. Sedangkan kajian



mengenai HTN yang “mengindahkan unsur-unsur yang bersandar
pada hukum agama” masih jarang sekali dilakukan, sehingga belum
jelas mengenai apa yang dimaksud dengan unsur-unsur tersebut dan
bagaimana keterkaitan hukum agama yang dimaksud dengan HTN.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut:

1. Bagaimana pengelolaan pertanahan menurut Hukum Islam?

2. Bagaimana perbandingan pengelolaan pertanahan dalam Hukum

Tanah Nasional dan Hukum Islam?

. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan dapat mempermudah pemahaman dan
lebih terarah dengan jelas/spesifik, maka penulis memberi pembatasan
yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Pengelolaan pertanahan menurut Hukum Islam yang dibahas
dalam penelitian ini meliputi pengertian tanah, sumber hukum dan
hierarki hak penguasaan atas tanah (HPAT).

2. Pustaka Islam yang utama sekali digunakan dalam penelitian ini
adalah Al-Quran, Asbabun Nuzul, al-Hadits dan Asbabul WurGdz.
Pustaka pendukung yaitu kitab-kitab terjemah, tafsir, fikih, sirah
(Nabawiyah dan Sahabat Khulafaur Rasyidin), kamus Bahasa
Arab-Indonesia, ensiklopedi dan berbagai ijtihad yang sesuai dan

mendukung.



3. Hal yang sering menjadi sorotan sekaligus perdebatan umat Islam
adalah mengenai perbedaan mazhab. Dalam penelitian ini,
perbedaan mazhab bukan hal yang membatasi melainkan bagian
yang saling melengkapi.

4. Muara penelitian diupayakan untuk dapat membuat suatu
perbandingan hukum dalam pengelolaan pertanahan. Dalam
penulisan ini, hukum yang akan diperbandingkan dibatasi hanya
antara HTN dan Hukum Islam dengan tidak bermaksud
mengenyampingkan jenis hukum lainnya. Hukum tanah nasional
dianggap telah mempunyai bentuk dan sistem yang jelas dan baku,
sedangkan Hukum Islam tentang pengelolaan pertanahan
dianggap belum mempunyai kejelasan bentuk dan sistem sehingga
penelitian dilakukan hanya kepada Hukum Islam mengenai

pengelolaan pertanahan.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk:

a. Mengetahui tentang Hukum Islam terutama terkait dengan
pengelolaan pertanahan, yaitu meliputi:
1) Pengertian tanah
2) Sumber hukum
3) Hierarki hak penguasaan atas tanah (HPAT)



b. Mengetahui persamaan dan perbedaan HTN dan Hukum Islam
mengenai pengelolaan pertanahan melalui studi perbandingan

hukum.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Untuk diri sendiri (penulis), membuka dan menambah wawasan
dan cakrawala ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum
mengenai pengelolaan pertanahan.

b. Menambah khasanah keilmuan khususnya mengenai
perbandingan hukum mengenai pengelolaan pertanahan
sehingga dapat menjadi salah satu sumber peneliti di masa
yang akan datang yang berminat melakukan penelitian terhadap
permasalahan yang sama.

c. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan
pemikiran dalam pengembangan ilmu pertanahan khususnya
tentang pengelolaan pertanahan menurut Hukum Islam,
perbandingan hukum, dan pengembangan serta pembangunan

HTN



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab sebelumnya (Bab IV) peneliti telah melakukan dan
menguraikan hasil penelitian dan sekaligus pembahasannya. Dari uraian
tersebut, dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran (konstruktif).

A. Kesimpulan
Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian dan
pembahasan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahwa HTN dan HTI tidak bisa ditentukan mana yang lebih baik
(dan atau sebaliknya) di antara keduanya, sebab kedua hukum
tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar mengenai
perbedaan ruang lingkupnya (dan hal ini bukanlah menjadi salah
satu tujuan penelitian). HTN adalah hukum yang ruang lingkupnya
duniawi, sedangkan HTI adalah hukum yang ruang lingkupnya
Ruhani (Akhirat) dan Duniawi.

2. Meski demikian (memiliki perbedaan mendasar mengenai ruang
lingkup), setelah dilakukan penelitian yang mendalam oleh peneliti,
ternyata di antara keduanya (HTN dan HTI) juga memiliki
persamaan-persamaan. Persamaan tersebut, yaitu:

a. Penggalian makna secara etimologi mengenai tanah didapatkan

satu persamaan di antara HTN dan HTI, yaitu kesamaan obyek

yang dimaksud.
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b. Sumber HTN ternyata juga memiliki beberapa hal yang hampir

sama atau mirip dengan sumber HTI. Beberapa hal tersebut,

yaitu:

1)

Semakin tinggi tingkatan suatu sumber hukum, maka hanya
mengatur hal-hal yang bersifat pokok atau prinsip,
sedangkan yang lebih mendetail atau spesifik akan diatur
dalam sumber hukum yang lebih rendah. Misalnya dalam
sumber HTN, UUPA mengatur hal-hal yang sifatnya pokok,
kemudian PP mengatur hal yang lebih spesifik (contohnya
PP Nomor 24 tahun 1997 mengatur tentang Pendaftaran
Tanah yang telah dijelaskan secara umum di UUPA). Dalam
HTI, al-sunnah mempunyai fungsi yang salah satunya
menjelaskan perincian tentang hukum yang di dalam
al-Qur’an hanya di bahas secara global.

Sumber HTN dalam HTI, dalam beberapa hal, dapat
disetarakan kedudukannya dengan ijtihad atau fikih karena
mempunyai beberapa persamaan, yaitu: Merupakan hasil
pemikiran atau pendapat manusia dan sangat dimungkinkan
terjadi perbedaan dan perubahan dikemudian hari, baik

redaksional, substansi dan bentuknya.

c. Persamaan yang didapat dalam kajian mengenai hierarki

HPAT, antara lain:
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1) Dalam HTN terdapat uraian mengenai hierarki HPAT,
demikian pula dalam HTI juga terdapat uraian mengenai
hierarki HPAT.

2) Dalam HTN dan HTI terdapat istilah yang sama dalam
memberikan penamaan atau penyebutan mengenai
jenisi/macam HPAT, yaitu Hak Milik dan Hak Pakai.
Disamping itu, juga terdapat istilah yang sama dalam
proses pengesahan hak atas tanah, yaitu Pemberian Hak.

3. Perbedaan-perbedaan antara HTI dan HTN dari 3 (tiga) pokok
kajian, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Secara etimologi, pengertian tanah dalam HTI lebih
menunjukkan sifat religius dibandingkan dengan dalam HTN.

b. Sumber HTN seluruhnya dapat mengalami perubahan,
sedangkan dalam HTI ada yang tidak bisa mengalami
perubahan ( yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah) dan ada yang bisa
mengalami perubahan (yaitu ijtihad atau fikih).

c. Mengenai hierarki HPAT, didapatkan 2 (dua) kesimpulan, yaitu:
1) Hierarki HPAT antara HTN dan HTI berbeda. Perbedaan

terlihat pada tata urutannya (seperti terlihat pada tabel 5).
2) Dalam proses pengesahan HPAT dalam HTN dikenal 3 (tiga)
proses yaitu penegasan, pengakuan dan pemberian hak.

Dalam HTI hanya dikenal proses pemberian hak atas tanah.
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Hal ini yang memperlihatkan bahwa HTI lebih sedrhana

daripada HTN.

B. Saran

Saran (sifatnya konstruktif) yang dapat diberikan dari hasil

penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, adalah:

1.

Mengingat penelitian ini merupakan penelitian yang pertama kali di
STPN (Dapat juga dikatakan bahwa penelitian ini juga merupakan
penelitian pertama di beberapa kota. Dalam pra penelitian, peneliti
juga telah melakukan survei awal di beberapa tempat antara lain:
UIN Sunan Kalijaga, Ull Yogyakarta, UMY, UIN Sunan Gunung Jati
dan UIN Syarif Hidayatullah dimana tidak didapatkan penelitian
mengenai permasalahan yang sama yang diangkat dalam
penelitian ini), maka sebaiknya dan diharapkan dapat dilanjutkan
oleh pihak-pihak lain dikemudian hari agar semakin sempurna.
Perlunya (sudah saatnya) berbagai pihak (terutama civitas
akademika STPN dan aparatur BPN) mulai melakukan kajian dan
penelitian tentang HTI. Pemahaman mengenai HTI sangat
bermanfaat dalam pengembangan hukum pertanahan di Indonesia
dan kegiatan pelayanan pertanahan kepada masyarakat (yang
mayoritas beragama Islam).

Perlunya STPN melengkapi pustaka yang ada di perpustakaan
terkait dengan HTI, sehingga memudahkan dan memberikan
fasilitas kepada civitas akademika dan aparatur BPN serta
pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk melakukan kajian

dan penelitian mengenai HTI.
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